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ABSTRAK 

Menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang 

diterima dari perguruan tinggi tidak hanya perbuatan pidana sebagaimana 

kejahatan umumnya, tapi berdampak lebih luas semisal menimbulkan kerugian 

Lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah 

data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan 

adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan  putusan terhadap kasus pemalsuan gelar akademik 

adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan 

singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi dan tidak ditemukan alasan 

pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana denda 

sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). 

 

Kata Kunci:  Pemidanaan, Pemalsuan, Gelar Akademik. 

 

 

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINATION AGAINST THE CRIMINAL 

ACT OF FORMING ACADEMIC DEGREE (Study of the Tanjung Pinang 

District Court Decision) Number 14/Pid.Sus/2021/PN.Tpg) 

 

ABSTRACT 

Using a graduate degree that is not in accordance with the forms and 

abbreviations received from the university is not only a criminal act as a general 

crime, but has a wider impact, such as causing losses to educational institutions. 

The research conducted is normative research, namely research that uses 

statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is 

secondary data and the data collection method used in this research is library 

research. Analysis of the data used is qualitative data. Based on the results of the 

study, it is understood that the judge's consideration in making a decision on the 

case of falsification of an academic degree is that the defendant has been legally 

and convincingly proven guilty of committing a crime using a graduate degree 
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that is not in accordance with the forms and abbreviations received from the 

university and no justification and forgiving reasons are found. Defendant himself 

was sentenced to a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah).  

 

Keywords: Criminalization, Counterfeiting, Academic Degree. 

 

PENDAHULUAN 

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan 

kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan 

jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu 

perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak 

secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga 

sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. 

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah 

selalu igin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan 

ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas 

dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan 

bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan 

tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.  

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan 

selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah 

membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan 

dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan 

pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana 

secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (law enforcement). 

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan 

masyarakat adalah pemalsuan gelar akademik. Menurut Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara 

Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi bahwa gelar adalah sebutan yang diberikan 
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kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan 

pendidikan spesialis.  

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa 

hak dilarang memberikan ijazah dan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar 

profesi. Selain itu, perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar 

akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Itu artinya, memberikan dan 

mendapatkan gelar/ijazah dengan cara illegal atau tanpa hak (dalam hal ini 

termasuk membeli gelar) merupakan hal yang dilarang.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu. 

Undang-undang ini mengatur bahwa,“Setiap orang yang menggunakan ijazah, 

sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti 

palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 

Pengaturan lain tentang pemalsuan gelar akademik tercantum pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

menjelaskan bahwa, ”Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar 

akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”.5 Ancaman pidana terhadap 

pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki 

jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih- lebih jika gelar akademik 

yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundang- 

undangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh 

seseorang, hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang- undang No. 12 

Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi “Perseorangan yang tanpa 

hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/ atau gelar profesi.” 

Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang yang menggunakan 

gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda 

diatur dalam Pasal 93 Undang- undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan 
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Tinggi, dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

Pengenaan sanksi yang cukup berat tidak serta merta menciutkan nyali 

dari seseorang untuk melakukan segala cara demi sebuah pengakuan publik, 

bahwa seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yang 

ditunjukkan dengan sebuah gelar. Tindak pidana pemalsuan gelar akademik 

termasuk dalam pemalsuan surat biasa yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHP yang merumuskan bahwa “Barangsiapa membuat surat palsu atau 

memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian 

(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 

sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan 

atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli 

dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan 

sesuatu kerugian”. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode 

atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode 

penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan 

populasi dan sampel. 

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum 

yuridis normatif.  Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang 

mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau 

bahan sekunder. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan 

penelitian yang terdiri dari: 

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum 

b) Penelitian terhadap sistematika hukum 
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c) Penelitian sejarah hukum 

d) Penelitian perbandingan hukum. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi 

objek penelitian. Deskriptif analistis, merupakan metode yang dipakai untuk 

menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung 

yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek 

penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian 

dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana 

pemalsuan gelar akademik. 

Penelitian dengan menggundakan metode yuridis normatif ini diambil 

dengan mempertimbangkan bahwa pendekatan ini dipandang cukup bisa untuk 

diaplikasikan dalam topik ini, karena metode penelitian ini akan diperoleh data 

dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif, baik dari bahan hukum 

primer, sekunder maupun tertier. Data atau informasi yang didapatkan akan 

diambil perbandingannya dengan menggunakan peraturan perundang-

undangannya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan gelar akademik. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian 

yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan 

diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, 

sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data 

primer dan data sekunder. 

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta 

dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu 

studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data 
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sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum terter. 

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah sebuah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian 

disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui 

pendekatan kualitatif. 

Menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat 

diceritakan pada orang lain. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri 

sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam 

masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan 

kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan 

pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat 

tersebut. 

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

dua norma dasar :  

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 

kelompok kejahatan penipuan.  

2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 

kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum. 

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu 

masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu 

dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat.  

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan 
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“penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan 

pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang 

memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) 

seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang 

lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ 

surat tersebut itu adalah benar atau asli. 

Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang 

tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat 

termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk 

pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam 

berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas : 

1. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/ 

keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan 

tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.  

2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa 

pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas 

sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. 

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai 

pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan 

tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ 

tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-

pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ 

surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk 

mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 

263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.  

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan 

bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus 

terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan 

barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak 

pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat 



 P a g e  | 292  

 

 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  

Published : 7-09-2022, Page: 285-300 

 
suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungan dirinya atau suatu kerugian 

bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau 

unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap pebuatan yang 

dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak 

kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak 

demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan 

bahaya umum. 

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan 

terhadap jaminan/ kepercayaan dalam hal mana : 

1. Pelaku mempunyai niat/ maksud mempergunakan sesuatu barang 

yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar 

itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli 

seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tesebut adalah 

benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya. 

2. Unsur niat/ maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).  

3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum 

yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan 

dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat 

daripada tulisan/ surat tersebut. 

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau 

sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang 

sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:  

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau 

bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan 

pemalsuan intelektual.  

2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain 

si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan 

pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada 

asalnya atau si pembuat surat. 
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Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat 

palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal 

misalnya:  

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, 

seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarangkarang).  

2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya 

ataupun tidak. 

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara 

bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat 

sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak 

penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah 

bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu 

dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang 

tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Didalam surat terkandung 

arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. 

Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum 

terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.  

Adapun jenis-jenis dari pemalsuan surat dan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut adalah : 

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUH. Pidana) 

Pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal ini termasuk semua jenis 

surat baik surat yang ditulis dengan tangan, surat yang dicetak atau diketik. Syarat 

dapat dihukumnya orang yang memalsukan surat adalah surat yang palsu itu 

haruslah : 

a. Surat yang dapat menimbulkan hak misalnya : 

1) Memalsukan ijazah 

2) Memalsukan karcis tanda masuk 

b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, misalnya : 

1) Perjanjian piutang 

2) Perjanjian sewa 
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3) Perjanjian jual beli 

b. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang, misalnya dalam bentuk 

kwitansi 

c. Surat yang dapat dipergunakan untuk surat keterangan bagi perbuatan atau 

peristiwa : 

1) Surat keterangan lahir 

2) Surat keterangan buku tabungan 

3) Surat keterangan izin angkutan 

Membuat surat palsu disini maksudnya adalah membuat isinya tidak benar 

atau tidak sesuai dengan hasilnya bila ditinjau dari segi asal surat. Misalnya : 

1) A membuat surat seolah-oleh berasal dari B dan menandatangani surat itu 

dengan meniru tanda tangan B 

2) A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari B disebut  blanco 

sein. 

3) A membuat surat dan menandatanganinya sendiri tetapi isinya tidak benar 

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP). 

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: 

a. Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:  

1) Akta-akta otentik 

2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya 

ataupun dari suatu lembaga umum. 

3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 

suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai 

4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang 

diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang 

dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 

5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan unutk diedarkan. 

b. Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 

memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau 
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dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu 

dapat menimbulkan kerugian. 

Adapun penjelasan terhadap Pasal 264 KUHP tersebut adalah: 

1) Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus 

memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 

263 KUHP dan selain daripada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang 

dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan sebagainya, yang tersebut 

berturut-turut pada sub 1 (satu) sampai 5 (lima) dalam pasal ini, surat-surat 

mana bersifat umum dan harus tetap membahayakan kepercayaan umum, 

sehingga menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pemalsuan 

surat biasa. 

2) Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum 

yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dan 

sebagainya.  

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 

KUHP). 

Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu 

akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 

dinyatakan oleh akta itu, dengan maskud untuk memakai atau 

menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 

sesuai dengan kebenaran, di pidana, jika pemakaian itu dapat 

menimbulkan kerugian, dengna pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun. 

(2) Di pidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 

memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, 

jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian. 

 

Adapun penjelasan terhadap Pasal 266 KUHP tersebut adalah : 
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1) Yang dinamakan akta autentiek yaitu suatu surat yang dibuat menurut 

bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh 

pegawai umum.  

2) Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan 

keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk 

dimasukkan kedalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai 

tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain 

menggunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya 

itu benar.  

3) Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan 

keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang 

dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak 

benar itu. Dalam dua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu 

seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan 

kerugian.  

4) Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai 

polisi untuk dimasukkan kedalam proses-perbal itu tidak dapat dikenakan 

pasal ini, karena proses-perbal itu gunanya bukan untuk membuktikan 

kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan 

bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda 

sekali dengan surat (akta) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk 

membuktikan kebenaran kelahiran itu. 

5) Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh 

membuat persetujuan dagang kepada seorang notaris mengenai sebidang 

tanah, jika terlebih dahulu ia menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam 

hal ini maka akta notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai 

bukti terhadap suatu pemindahan hak milik.  

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang 

berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam 

Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki 
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unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sedangkan 

perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada 

pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan 

sebagainya. 

4. Pemalsuan surat tertentu ( Pasal 269 KUHP dan Pasal 270 KUHP). 

Pasal 269 KUHP merumuskan sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan 

tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan 

lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya 

menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, di pidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.  

(2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja 

memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut 

dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu. 

 

Adapun penjelasan terhadap Pasal 269 KUHP tersebut adalah: 

a. Orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang 

kekuasaan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain-lain dengan 

maksud akan menggunakan satu menyuruh menggunakan surat itu supaya 

dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka 

member pertolongan. 

b. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan 

kepalsuaannya. 

Jenis surat yang menjadi objek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut di atas 

yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. 

Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik yang dikeluarkan Pejabat 

Kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu oleh Kepala 

Desa atau Lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh Camat atas surat 
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Kepala Desa atau Lurah setempat. Subjek hukum kejahatan ini dapat pejabat itu 

sendiri, orang lain selain pejabat yang bersangkutan. 

KESIMPULAN. 

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan gelar 

lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari 

Perguruan Tinggi diatur dalam Pasal 68 Ayat (3) Jo. Pasal 21 Ayat (4) Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan gelar lulusan 

yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan 

Tinggi adalah dengan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal dilakukan 

dengan menggunakan sarana hukum pidana yang merupakan sanksi daru suatu 

delik. Misalnya: hukuman penjara, hukuman denda, pidana kurungan, dan 

lainnya. Kebijakan non penal dan kebijakan ini dilakukan dengan tidak 

menggunakan sarana hukum pidana. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan terhadap kasus 

pemalsuan gelar akademik adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar lulusan yang 

tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi 

dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga 

dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). 
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